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KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 602 / I / TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan
penatausahaan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Luwu
Timur dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) tersebut di atas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten

Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara RI nomor 4400);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kecuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur nomor 23) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33};

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/1/TAHUN 2025
tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah

kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA  PERANGKAT DAERAH (PPK-SKFPD)
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025.

: Mengangkat Saudari DJUHAENI DJUNUR, SE NIP, 19771003

200902 2 002 Pangkat/Gol. Penata, III/c Jabatan Auditor
Ahli Muda sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Inspektorat
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

: Tugas Pokok Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (PPK-SKPD) adalah sebagai berikut :

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK);



KETIGA

KEEMPAT

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;

Melakukan Verifikasi SPP;

Menyiapkan SPM;

a0

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan,;
f. Melakukan Akuntansi SKPD; dan
g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2025.

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 2 Januari 2025
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SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690403 198903 1 007
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